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No. Urut: 46, 2020

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah dan
ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Standar Harga Satuan Provinsi
Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR

HARGA SATUAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

2. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4. Standar Harga Satuanadalah besaran belanja yang ditetapkan
sebagai acuan penghitungan kebutuhan belanja dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

5. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada
waktu tertentu untuk penghitungan belanja komponen masukan
kegiatan.

6. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk penghitungan belanja komponen masukan
kegiatan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang
digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Pasal 3
(1) Standar Harga Satuan terdiri atas:
(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4
(1) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi
sebagai :
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah; dan

b. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
(2) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berfungsi
sebagai :
a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui

dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
b. Estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat

dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya
kenaikan harga pasar.



Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 20 Juli 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 20 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020
NOMOR : 46
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